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GUBERNUR BANTEN 

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

      NOMOR     29    TAHUN   2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 

TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2025 dan  sesuai dengan ketentuan Pasal 367 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 

26); 
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6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-

2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 

Nomor 3); 

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025 (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2024 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2025 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 

11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 21);  

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2024 Nomor 12);  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 

2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

PROVINSI BANTEN TAHUN 2025. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 12), 

diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 3 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. bab I    pendahuluan;  

b. bab II  hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II  tahun  

berkenaan; 

c. bab III  tujuan dan sasaran perangkat Daerah; 

d. bab IV  rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan 

e. bab V   penutup. 
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(2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal  25  Juli  2025      

GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd. 

 

ANDRA SONI 

Diundangkan di Serang  

pada tanggal  25  Juli   2025 

     SEKRETARIS DAERAH  

       PROVINSI BANTEN, 

                  

 ttd. 

 

DEDEN APRIANDHI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR  29 

 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
 

 

HADI PRAWOTO, S.H., M.H. 

Pembina Tk.I/IVb 

NIP. 19670619 199403 1 002 


